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RINGKASAN 

 

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan 

fungsi Pembinaan terhadap Narapidana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun demikian dalam 

perjalanan waktu tampak jelas bahwa tujuan pembinaan napi ini banyak 

menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat 

menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan. Permasalahan 

mendasar yang tampak riil adalah adanya kelebihan hunian atau over kapasitas 

narapidana di Lapas-Lapas hampir seluruh Indonesia. .Over kapasitas di Lembaga 

Pemasyarakatan telah mengakibatkan beberapa permasalahan, seperti semakin 

rendahnya pelayanan kesehatan, kurang berjalannya program pembinaan secara 

maksimal, dan yang paling utama adalah terjadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Disahkannya Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 

6 Desember 2022 memberikan angin segar untuk Lembaga Pemasyarakatan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sistem peradilan pidana 

tidak lagi memprioritaskan pidana penjara sebagai pidana pokok. Pada pasal 65 

disebutkan pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana 

pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa KUHP baru menambahkan alternatif pidana lain selain pidana penjara. Hal 

ini tentu akan memberikan dampak positif pada Lembaga Pemasyarakatan, 

terutama dalam mengatasi permasalahan over kapasitas. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinkronisasi Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang KUHP dan Kebijakan kriminal ke depan dalam menanggulangi 

kelebihan kapasitas hunian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan. 

 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki sinkronisasi 

hukum. Hal ini terlihat pada tujuan pemidanaan pada pasal 51 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan tujuan  sistem 

pemasyarakatan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan terdapat persamaan. Selain itu, sistem pemasyarakatan yang 

bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak 

untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang 

bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya merupakan 

alternatif terbaik bagi pelaksanaan pidana. Kesepakatan yang berlaku dalam 

konstruksi hukum pidana yang diakui oleh ilmu pengetahuan hukum, bahwa 

asas kesalahan telah diterima sebagai pengaruh doktrin ‘social behavioral 

sciences’ terhadap dinamika hukum pidana, dan pengaruh asas kemanfaatan 

yang bersumber dari ‘utility theory’ terhadap kegunaan hukum pidana yang 

mengandung dasar falsafah ‘human rights’ dan ‘social welfare’ merupakan 

perkembangan asas legalitas. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, istilah ‘perbuatan pidana’ 

berkaitan dengan ‘perbuatan melawan hukum’, sedangkan istilah 

‘pertanggungjawaban pidana’ berkaitan dengan ‘kesalahan’. Dan perbuatan 

pidana atau perbuatan melawan hukum terkait dengan asas legalitas.  

2. Kebijakan kriminal ke depan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas 

hunian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan 

pembaharuan hukum pidana yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

tentng Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

KUHP. Dalam KUHP baru telah mengakomodir langkah-langkah yang 

diharapkan mampu mencegah terjadinya over kapasitas di Lembaga 

Permasyarakatan di antaranya Reorientasi Tujuan Pemidanaan dan Konsep 

Individualisasi Pidana. Dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Pemasyarakata memuat pembaharuan substansi Sistem 

Pemasyarakatan, antara lain penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem 

peradilan pidana terpadu.Selain itu fungsi pemasyarakatan yang dituangkan 

dalam Undang-Undang Pemasyarakatan baru lebih kompleks dan 

menyeluruh.  
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Kelebihan Kapasitas, Kebijakan Kriminal 

  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinkronisasi Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang KUHP dan kebijakan kriminal ke depan dalam menanggulangi 

kelebihan kapasitas hunian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan. 

 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 

 

Hasil dari penelitian ini yaitu Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan memiliki sinkronisasi hukum. Tujuan pemidanaan dan tujuan  

sistem pemasyarakatan terdapat kesinambungan, begitu pula dalam hal substansi. 

Kedua, Kebijakan kriminal ke depan dalam menanggulangi kelebihan kapasitas 

hunian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan pembaharuan 

hukum pidana yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentng 

Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam 

KUHP baru telah mengakomodir langkah-langkah yang diharapkan mampu 

mencegah terjadinya over kapasitas di Lembaga Permasyarakatan di antaranya 

Reorientasi Tujuan Pemidanaan dan Konsep Individualisasi Pidana. Dan dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakata memuat 

pembaharuan substansi Sistem Pemasyarakatan, antara lain penguatan posisi 

pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. 
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ABSTRACT 

 

Keywords : Correctional Institutions, Over Capacity, Criminal Policy 

  

The purpose of this study is to analyze the synchronization of Law Number 22 of 

2022 concerning Corrections with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal 

Code and future criminal policies in overcoming the excess residential capacity of 

inmates in Correctional Institutions. 

 

The type of legal research used is normative legal research or library legal 

research, namely the methods or methods used in legal research which are carried 

out by examining existing library materials. 

 

The results of this study are First, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal 

Code and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections have legal 

synchronization. The goals of punishment and the goals of the correctional system 

are continuous, as well as in terms of substance. Second, the future criminal policy 

in tackling the excess residential capacity of inmates in Correctional Institutions is 

by reforming the criminal law, namely Law Number 22 of 2022 concerning 

Corrections and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The new 

Criminal Code has accommodated steps that are expected to be able to prevent 

overcapacity in Correctional Institutions, including Reorientation of Criminal 

Purposes and the Concept of Criminal Individualization. And Law Number 22 of 

2022 concerning Correctional Institutions contains a renewal of the substance of 

the Correctional System, including strengthening the position of correctional 

institutions in the integrated criminal justice system. 
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